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ANGGARAN DASAR SAAT INI USULAN ANGGARAN DASAR  

(Perubahan disajikan dengan Tulisan Biru) 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 

Pasal 3 

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam 
bidang sebagai berikut: 

 a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A) 

 b. Industri Pengolahan (C) 

 c. Perdagangan Besar dan Eceran (G) 

 d. Pengangkutan dan Pergudangan (H) 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, 
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 
berikut: 

 a. Pembibitan Ayam Ras (01468) 

  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang 
menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan 
ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur 
tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari 
ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. 

 b. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan 
Unggas (10110) 

  Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah 
potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan 
pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan 
daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, 
unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan 
pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan 
jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk 
fellmongery, penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau 
kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan 
pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan 
pengolahan paus di darat atau di kapal khusus. 
Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan 
dalam golongan perdagangan besar hasil pertanian dan 
hewan hidup, perdagangan eceran khusus makanan, 
minuman dan tembakau di toko dan perdagangan eceran 
kaki lima dan los pasar. 

 c. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging 
Unggas (10120) 

  Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah 
potong unggas dan pengepakan daging unggas, 
termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti 
pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan 
kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak. 
Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan 
dalam golongan perdagangan besar hasil pertanian dan 
hewan hidup, perdagangan eceran khusus makanan, 
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minuman dan tembakau di toko dan perdagangan eceran 
kaki lima dan los pasar. 

 d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan 
Daging Unggas (10130) 

  Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan 
pengawetan produk daging dan daging unggas dengan 
cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, 
pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Kegiatannya 
mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcase, 
produksi daging beku yang telah dipotong, produksi 
daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang 
dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang 
diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, 
salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, 
rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan 
daging paus di darat atau di kapal khusus. 

 e. Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran (10314) 

  Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan 
dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-
buahan beku dan sayur-sayuran beku. 

 f. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (10614) 

  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung 
campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur 
untuk roti, kue, biskuit, kue dadar. 

 g. Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750) 

  Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji 
(diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan 
diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya 
dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga 
industri masakan daging atau unggas, industri masakan 
ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), 
industri masakan sayuran siap saji, industri masakan 
rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah 
hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. 
Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng 
ikan, baby fish goreng/ crispy ikan, udang tepung dan ikan 
tepung. 

 h. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan (10772) 

  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak 
dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk 
bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, 
bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, 
bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha 
industri penyedap masakan baik yang asli, natura 
maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili 
dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, 
seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce 
tomat, dan sauce selada. 

 i. Industri Ransum Makanan Hewan (10801) 

  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai 
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macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan 
lainnya. 

 j. Industri Produk Farmasi untuk Hewan (21013) 

  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan 
pengolahan obat-obatan  yang berbentuk jadi (sediaan) 
untuk hewan, misalnya dalam bentuk tablet,  kapsul, 
salep, bubuk, larutan, dan lainnya. 

 k. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (22220) 

  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari 
plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung 
plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, 
kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik 
(wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain). 

 l. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 
(TidakTermasuk Furnitur) (22292) 

  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-
barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari 
plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan 
peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri 
peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang 
toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti 
vynil, linoleum dan sebagainya. 

 m. Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang 
berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, 
ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. 
Termasuk perdagangan besar bibit binatang. 

 n. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam 
Olahan (46322) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
daging ayam dan   daging ayam olahan, termasuk daging 
ayam yang diawetkan. 

 o. Pergudangan dan Penyimpanan (52101) 

  Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan 
penyimpanan barang sementara sebelum barang 
tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. 

 p. Aktivitas Cold Storage (52102) 

  Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang 
yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu 
pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau 
kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. 
Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat 
(blast freezing). 
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vynil, linoleum dan sebagainya. 
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  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang 
berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, 
ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. 
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 14. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam 
Olahan (46322) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
daging ayam dan   daging ayam olahan, termasuk daging 
ayam yang diawetkan. 

 15. Pergudangan dan Penyimpanan (52101) 

  Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan 
penyimpanan barang sementara sebelum barang 
tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. 

 16. Aktivitas Cold Storage (52102) 

  Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang 
yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu 
pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau 
kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. 
Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat 
(blast freezing). 

 17. Budidaya Ayam Ras Pedaging (01461) 

  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang 
menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk 
menghasilkan ayam pedaging dan lainnya. 
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 18. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (10313) 

  Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-
buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik 
dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis 
(anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, 
rebung kering dan jamur kering.  

 19. Industri penggilingan dan pembersihan jagung (10632) 

  Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan 
pembersihan jagung 

 20. Industri Minuman Ringan (11040) 

  Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang 
tidak mengandung alcohol, kecuali bir dan anggur tanpa 
alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma 
tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, 
orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air 
soda, krim soda dan air anggur. 

 21. Industri Air Kemasan (11051) 

  Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan 
proses pengolahan air baku menjadi air minum yang 
dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung 
mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan 
gas seperti O2 ataupun CO2, dengan atau tanpa 
penambahan mineral. 

 22. Industri Minuman Lainnya (11090) 

  Kelompok ini mencakup usaha Industri minuman lainnya, 
seperti minuman penyegar, nira, dan air tebu. 

 23. Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan (21014) 

  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan 
pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan 
pengemas untuk hewan, yang berasal dari bahan kimia, 
bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk 
yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-
obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin 
dan perparat homeopatik. Termasuk industri substansi 
aktif obat untuk bahan farmokologi dalam industri obat-
obatan, sperti antibiotic, vitamin, salisilik dan asam o-
asetilsalsilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula 
murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industry 
ekstraksi kelenjar dan lain-lain. 

 24. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi 
Olahan (46321) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging 
sapi yang diawetkan 

 25. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam 
Olahan (46322) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
daging ayam dan daging ayam olahan termasuk daging 
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ayam yang diawetkan. 

 26. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya 
(46323) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging 
lainnya yang diawetkan. 

 27. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
pengolahan hasil perikanan 

 28. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur 
(46325) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur 
dan hasil olahan telur. 

 29. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya 
(46339) 

  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, 
tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. 
Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan 
piaraan dan makanan ternak 
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M O D A L 

Pasal 4 

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah 40.000.000.000 (empat 
puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal 
Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus 
miliar Rupiah). 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 
sejumlah 16.398.000.000 (enam belas miliar tiga ratus sembilan 
puluh delapan juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya 
sebesar Rp163.980.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar 
sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) telah disetor penuh 
oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal 
sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini. 

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah 
ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah 
Rp163.980.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan 
ratus delapan puluh juta Rupiah).  

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau 
dalam bentuk lain. 

 Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik 
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 

a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib 
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS 
mengenai penyetoran tersebut; 

b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai 
oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 
(dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut 
”OJK” ) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) 
Anggaran Dasar ini.  

d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal 
dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di 
Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan 
nilai pasar wajar; dan 

e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, 
agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal 
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih 
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut 
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir 
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK 
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. 

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui 
Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah 
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puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal 
Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah 
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000.000,00 
(empat ratus miliar Rupiah). 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 
penuh sejumlah 16.398.000.000 (enam belas miliar tiga ratus 
sembilan puluh delapan juta) saham atau dengan nilai nominal 
seluruhnya sebesar Rp163.980.000.000,00 (seratus enam 
puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) 
telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang 
rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada 
bagian akhir akta ini. 
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4. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor: 

1). Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, 
Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan 
tersebut dilakukan melalui: 

a. Penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas 
lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham 
atau yang memberikan hak untuk membeli saham, 
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) yang 
merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada 
setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu 
terhadap persentase kepemilikan sahamnya. 

b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk 
memberikan HMETD. 

2).   Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan 
disetor dan/atau pengeluaran efek bersifat ekuitas, 
Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat 
Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), 
dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangan 
penetapan harga, waktu dan tata cara penambahan 
modal tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan 
Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang 
Pasar Modal. 

3). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham 
dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam butir 1 huruf a tidak berlaku jika 
Perseroan melakukan penambahan modal ditempatkan 
dan disetor melalui penerbitan saham dan/atau Efek 
bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:  

a. perbaikan posisi keuangan;  
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maksimal saham yang- akan dikeluarkan kepada 
masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris 
untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah 
dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut. 

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan 
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga 
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan 
Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, 
pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan 
dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan 
di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat 
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat 
ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk 
memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek 
Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka 
hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut 
HMETD)  kepada Pemegang Saham yang namanya 
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 
tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui 
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang 
sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Pemegang 
Saham masing-masing pada tanggal tersebut.  

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan 
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam 
hal pengeluaran saham: 

1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;  

2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain 
yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah 
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 

3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau 
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; 
dan/atau 

4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar 
Modal yang memperbolehkan penambahan modal 
tanpa HMETD.  

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam 
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
atau perubahannya/penggantinya. 

d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan 
dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus 
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang 
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan 
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang 
dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan 

b. selain perbaikan posisi keuangan;  

c. penerbitan Saham Bonus yang:  
i. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari 

Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, 
dan/atau 

ii. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil 
dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang 
dikapitalisasi menjadi modal. 

4). Penyetoran atas saham:  

a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam 
bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang atau 
penyetoran saham berupa hak tagih. Penyetoran 
saham tersebut wajib disetor penuh dan memenuhi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain 
uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. 

i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan 
dana;  

ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai 
wajar dari bentuk lain selain uang yang 
digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran 
transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk 
lain selain uang; dan 

iii. Tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun 
juga. 

c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain 
uang tidak dapat dilakukan dalam Penambahan 
modal tanpa kewajiban memberikan HMETD dalam 
rangka perbaikan posisi keuangan.  

d. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih 
kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai 
setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah 
dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan 
yang telah diaudit oleh Akuntan. 

e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah 
terjadinya penyetoran, dengan tidak mengurangi 
kewajiban Perseroan untuk mengurus 
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia.  

f. Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam 
Peraturan di bidang Pasar Modal.  

5). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal 
dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya 
digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai 
tertentu yang telah ditetapkan, maka wajib terdapat 
Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham 
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak 
dilaksanakan oleh pemegang HMETD.  

6). Perseroan yang melakukan penambahan modal baik 
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dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil 
tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah 
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang 
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. 

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang 
tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana 
dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat 
pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib 
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai 
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.  

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk 
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau 
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, 
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan 
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. 

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah 
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan 
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang 
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan 
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau 
penggantinya.  

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan: 

a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat 
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 
anggaran dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar 
harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Indonesia dan/atau penggantinya. 

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan modal 
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua 
puluh lima perseratus) dari Modal Dasar, dapat dilakukan 
sepanjang: 

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk 
menambah Modal Dasar; telah memperoleh 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi- Manusia 
Indonesia dan/atau penggantinya; 

b.2. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga 
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) 
dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 
dan/atau penggantinya. 

b.3. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar 
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus 
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga 
Modal Dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan 
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 
perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut 

dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham 
maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib 
mengumumkan informasi mengenai rencana 
penambahan modal dimaksud, dengan memperhatikan 
peraturan di bidang Pasar Modal.  

7). Ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dan keputusan 
RUPS untuk penambahan modal diantaranya untuk 
penambahan modal dalam rangka selain memperbaiki 
posisi keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan 
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan 
dibidang Pasar Modal. 

8). Ketentuan mengenai efek bersifat ekuitas dan/atau 
penambahan modal ditempatkan dan disetor adalah 
sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar 
modal diantaranya peraturan yang mengatur tentang 
penambahan modal dengan memberikan HMETD. 

 

 

 

 

 

5. Penambahan Modal Dasar Perseroan;  

a). Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat 
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 
Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar 
harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. 

b). Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal 
Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua 
puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan 
sepanjang: 

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk 
menambah Modal Dasar; 

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau 
penggantinya;  

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor 
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima 
persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam 
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dan/atau penggantinya.  

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b butir 3 
Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, 
maka Perseroan harus mengubah kembali 
Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan 
Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 
(1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) 
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”UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah 
jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar 
ini  tidak terpenuhi; 

b.4. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga 
persetujuan untuk mengubah anggaran dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b 
Anggaran Dasar ini. 

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan 
Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran 
modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi 
paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal 
Dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham 
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak 
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus 
persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan 
modal disetor tersebut. 

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di 
bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan 
memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 5 
huruf b -butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; 

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat 5 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini 
termasuk juga persetujuan untuk mengubah 
anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat 5 huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini. 

 
c). Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan 

Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya 
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal 
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang 
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban 
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan 
Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau 
penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal 
disetor tersebut.  

6. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah 
di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut 
dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan 
Pasar Modal. 
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PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 10 

1.  a.  Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan 
Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas 
saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang 
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang 
memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang 
menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. 
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk 
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. 

 b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam 
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari 
rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian 
dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas 
saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau 
yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa 
dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat 
pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang 
berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang 
berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan 
dicatatkan.  

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai 
dengan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa 
persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak 
berlaku terhadap Perseroan.  

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan 
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan 
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham 
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. 

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak 
atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan 
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal 
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. 

5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, 
pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham 
dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama 
dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan 
perudang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar 
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 10 

1. (1). Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal 
dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemindahan hak atas 
saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang 
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang 
memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang 
menerima pemindahan hak atas saham yang 
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham 
harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui 
oleh Direksi. 

 (2). Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam 
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan 
dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank 
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan 
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana 
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi 
dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak 
atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus 
memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa 
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut 
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang 
berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan 
dicatatkan. 

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika 
disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.  

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan 
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk 
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar 
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini 
tidak dipenuhi.  

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak 
atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan 
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah 
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di 
tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.  

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, 
pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham 
dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga 
nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di 
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di 
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saham Perseroan dicatatkan. 

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena 
kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain 
yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah 
berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti 
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan 
oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di 
daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. 
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat 
menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa 
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. 

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang 
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-
ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut 
dicatatkan. 

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib 
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan 
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan 
Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena 
kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain 
yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah 
berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti 
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat 
disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara 
tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham 
tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi 
dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa 
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.  

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang 
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-
ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut 
dicatatkan. 

8. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi 
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) 
huruf a pasal 11 ayat 12 wajib tidak mengalihkan kepemilikan 
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan 
sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris 
atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. 
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 11 

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. 

2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.  

3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu 
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 

4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu 
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas 
ditentukan lain. 

5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil 
keputusan. 

6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan 
Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham 
dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan 
permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada 
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. 

7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: 

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 
ayat 3 Anggaran Dasar ini.  

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan 
mempunyai saldo laba yang positif;  

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. 

 Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c 
ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang 
diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama 
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam 
laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan 
tindakan pidana lainnya. 

9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:  

(1). 1 (satu melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan 
RUPS) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suaradapat meminta agar 
diselenggarakan RUPS.  

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi 
dengan surat tercatat disertai alasannya. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 11 

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang 
dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, 
yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan 
Perseroan.  

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, 
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan 
tegas ditentukan lain. 

3. RUPS Secara Elektronik:  

a. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan 
penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat 
melaksanakan RUPS secara elektronik yaitu 
pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan 
menggunakan media telekonferensi, video konferensi, 
atau sarana media elektronik lainnya. 

b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan 
dengan menggunakan:  

a). Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik 
(e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, 
yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
yang ditunjuk oleh OJK; atau pihak lain yang 
disetujui oleh OJK; atau  

b). sistem yang disediakan oleh Perseroan. 

c. Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, e-Rups 
dan Penyedia e-Rups, sesuai dengan Peraturan di 
bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang 
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.  

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 

5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu 
selain sebagaimana diatur pada ayat 4. 

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada 
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan 
Perseroan. 

7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil 
keputusan. 

8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS 
lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan 
atau atas permintaan pemegang saham dengan 
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.  

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:  

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
21 ayat 7 Anggaran Dasar ini.  
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(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: 

a.  dilakukan dengan itikad baik; 

b.  mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  

c.  merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan 
RUPS; 

d.  disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang 
harus diputuskan dalam RUPS; dan  

e.  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar Perseroan. 

(4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada 
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada   
butir (1) ayat ini diterima Direksi.  

(5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS 
sebagaimana dimaksud pada butir 4) ayat ini, pemegang 
saham dapat mengajukan kembali permintaan 
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 

(6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS 
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.  

(7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan 
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, 
Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 

a.  terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari 
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 
(1) ayat ini; dan 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 

(8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini 
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) 
hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS 
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 
(4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.  

(9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat 
ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada 
Bursa Efek paling kurang melalui: 

i.  1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional; 

ii. situs web Bursa Efek; dan 

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan 
mempunyai saldo laba positif;  

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di 
OJK.  

d. Mata acara lain yang perlu persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan 
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini.  

10. (1).  Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik 
dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan 
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan 
wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan 
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. 

 (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik 
dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh 
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. 

 (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan 
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS 
dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada 
Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: 

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan  

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau 
kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. 

11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah 
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan 
tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan 
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. 

12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS:  

(1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat 8 dapat dilakukan atas permintaan: 

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang 
Bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) 
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; 
atau  

b. Dewan Komisaris. 

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi 
dengan surat tercatat disertai alasannya.  

(3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) 
ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini 
ditembuskan kepada Dewan Komisaris. 
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iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 
digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

(10). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat 
ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat 
pada Bursa Efek paling kurang melalui: 

 i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional; dan 

ii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 
digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

(11). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing 
sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf iii dan butir (10) 
huruf ii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan 
informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa 
Indonesia. 

(12). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang 
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan 
dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
butir (11) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan 
adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. 

(13). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) 
huruf i dan butir (10) huruf i ayat ini beserta salinan surat 
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada 
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.  

(14). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, 
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) 
ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya 
RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk 
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. 

(15). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan 
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (14) ayat ini wajib: 

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan 
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan 
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan 
sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.  

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan 
RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman 
ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang 
diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan 

(4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:  

a.  dilakukan dengan itikad baik;  

b.  mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 

c.  merupakan permintaan yang membutuhkan 
keputusan RUPS; 

d.  disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang 
harus diputuskan dalam RUPS; dan 

e.  tidak bertentangan dengan ketenntuan peraturan 
perundang-undangan dan anggaran dasar 
Perseroan. 

(5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada 
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari 
kalender terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) ayat ini diterima Direksi. 

(6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara 
rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam 
butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan 
Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja 
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada 
butir (5) ayat ini. 

(7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas 
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud 
dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu 
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, 
Direksi wajib mengumumkan: 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari      
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan 

b.  alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 

(8). Dalam   hal   Direksi   telah   melakukan   pengumuman 
sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau 
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, 
pemegang saham dapat mengajukan kembali 
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan 
Komisaris. 

(9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS 
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) 
hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris. 

(10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan 
mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari 
kerja sebelum   pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada butir (9) ayat ini. 
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Peraturan di bidang pasar modal. 

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang 
saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan yang telah memperoleh penetapan 
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan 
penetapan pengadilan dalam pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK 
terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. 

(16). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) 
ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) 
ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, 
Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari 
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan 

b.    alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 

(12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan 
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) 
ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah 
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan 
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua   
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan 
pemberian izin diselenggarakannya RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini. 

(13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan 
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib 
menyelenggarakan RUPS. 

(14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh 
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh 
ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang 
melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini 
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam 
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak 
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris 
atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. 

(15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas 
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam 
butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, 
Direksi wajib mengumumkan: 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari 
Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan  

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.  

(16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman 
sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau 
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, 
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. 

(17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS 
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) 
hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 
(lima belas) hari sebagaimana   dimaksud   pada   butir 
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(16) ayat ini telah terlampaui. 

(18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan 
mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari 
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada butir (17) ayat ini. 

(19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh 
Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir 
(6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud 
dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan 
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 
(13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam 
Peraturan OJK dan anggaran dasar ini. 

(20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan 
mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: 

a. penjelasan    bahwa    RUPS    dilaksanakan    atas 
permintaan pemegang saham dan nama 
pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah 
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika 
Direksi atau Dewan Komisaris melakukan   RUPS 
atas permintaan pemegang saham; 

b. menyampaikan nama pemegang saham serta 
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan 
penetapan ketua pengadilan negeri mengenai 
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS 
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan 
penetapan ketua pengadilan negeri untuk 
menyelenggarakan RUPS; atau 

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan 
RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika 
Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang 
diusulkannya. 
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TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, 
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG 

SAHAM DAN HAK PEMEGANG SAHAM 

Pasal 12 

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. 

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu 
penyelenggaraan RUPS. 

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2 wajib dilakukan di:  

a.  tempat kedudukan Perseroan;  

b.  tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; 

c.  ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat 
kegiatan usaha utama Perseroan; atau  

d.  provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham 
Perseroan dicatatkan. 

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: 

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan 
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan 
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. 

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat 
ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. 

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat 
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan 
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud 
kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. 

(4). Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk 
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang 
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk 
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat 9 butir (14). 

5. Pengumuman RUPS: 

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada 
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal 
pemanggilan. 

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
ayat ini paling kurang memuat: 

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam 
RUPS; 

b. ketentuan pemegang saham yang berhak 
mengusulkan mata acara rapat; 

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan  

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, 
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG 

SAHAM DAN MEDIA PENGUMUMAN  

Pasal 12 

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.  

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu 
penyelenggaraan RUPS. 

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:  

a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan 
Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat 
Perseroan); 

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha 
utamanya; 

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan 
usaha utama Perseroan; atau  

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang 
mencatatkan saham Perseroan.  

4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:  

 Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib 
memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS 
kepada OJK;  

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang 
saham; dan 

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang 
saham. 

5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:  

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan 
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling 
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, 
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman 
RUPS. 

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci. 

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat 
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, 
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara 
dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat 
pemanggilan RUPS. 

6. Pengumuman RUPS:  

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS 
kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat 
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal 
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d. tanggal pemanggilan RUPS. 

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan 
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11.9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, 
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan 
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari 
pemegang saham. 

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagi 
perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa 
efek, paling kurang melalui: 

a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional; 

b. situs web Bursa Efek; dan 

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 
digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

(5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagi 
perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada 
Bursa Efek paling kurang melalui: 

a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional; 

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 
digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

(6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing 
sebagaimana dimaksud pada butir (4).c dan butir (5).b ayat 
ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi 
dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa 
Indonesia. 

(7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang 
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan 
dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
butir (6) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan 
adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. 

(8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada 
butir (4).a dan butir (5).a ayat ini wajib disampaikan kepada 
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman 
RUPS. 

(9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan 
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS 
sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini juga disertai 
dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2). 

pemanggilan melalui media sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar ini. 

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 
(1) ayat ini paling kurang memuat: 

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir 
dalam RUPS; 

b. ketentuan pemegang saham yang berhak 
mengusulkan mata acara rapat;  

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan  

d. tanggal pemanggilan RUPS. 

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan 
pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain 
memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, 
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 
(1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan 
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan 
dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. 

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri 
oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi 
sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat 
ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga 
keterangan: 

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan 
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang 
Saham Independen yang disyaratkan tidak 
diperoleh dalam RUPS pertama; dan 

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang 
disyaratkan dalam setiap rapat. 

7. Usulan Mata Acara Rapat:  

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat 
secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling 
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan 
RUPS.  

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara 
rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini 
merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang 
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara. 

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) ayat ini harus:  

a. dilakukan dengan itikad baik;  

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  

c. merupakan mata acara yang membutuhkan 
keputusan RUPS; 

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara 
rapat; dan 
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(10) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan 
hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan 
mengikuti peraturan Pasar Modal. 

(11) Ketentuan ayat 5 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk 
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang 
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk 
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat 9 (15). 

6. Usulan Mata Acara Rapat: 

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat 
secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari 
sebelum pemanggilan RUPS. 

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara 
rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 
1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara. 

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 
(1) ayat ini harus: 

a. dilakukan dengan itikad baik; 

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 

c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara 
rapat; dan 

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 
mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. 

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat 
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir 
(1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata 
acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. 

7. Pemanggilan RUPS: 

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada 
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari 
sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pemanggilan dan tanggal RUPS.  

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
ayat ini paling kurang memuat informasi: 

a.    tanggal penyelenggaraan RUPS; 

b. waktu penyelenggaraan RUPS; 

c. tempat penyelenggaraan RUPS; 

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam 

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan anggaran dasar. 

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara 
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat 
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan 
mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.  

8. Pemanggilan RUPS:  

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada 
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari 
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal 
penyelenggaraan RUPS melalui media sebagaimana 
diatur dalam Anggaran Dasar ini. 

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 
(1) ayat ini paling kurang harus memuat informasi:  

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;  

b. waktu penyelenggaraan RUPS;  

c. tempat penyelenggaraan RUPS; 

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir 
dalam RUPS; 

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap 
mata acara tersebut; dan  

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata 
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak 
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai 
dengan RUPS diselenggarakan; dan 

g. informasi bahwa pemegang saham dapat 
memberikan kuasa melalui e-RUPS. 

9.  Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS 
Kedua: 

(1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: 

(a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka 
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling 
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS 
pertama diselenggarakan; 

(b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling 
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua 
diselenggarakan; dan 

(c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus 
menyebutkan RUPS pertama telah 
diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum 
kehadiran. 

(2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 
(1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS 
dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
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RUPS; 

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap 
mata acara tersebut; dan 

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara 
rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal 
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan 
RUPS diselenggarakan. 

(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagi 
perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa 
efek paling kurang melalui:  

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional; 

b. situs web Bursa Efek; dan 

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 
digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

(4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagi 
perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada 
bursa efek paling kurang melalui: 

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional; 

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 
digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

(5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing 
sebagaimana dimaksud pada butir (3) c dan butir (4) b ayat 
ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi 
dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa 
Indonesia. 

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada 
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada 
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada butir (5) ayat ini, informasi yang digunakan 
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. 

(7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
butir (3) huruf a dan butir (4) huruf a ayat ini wajib 
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah pemanggilan RUPS. 

(8) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang 
berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti 
peraturan Pasar Modal.  

(9) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar 
ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan 
Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran 
Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. 

dalam ayat 4 pasal ini. 

10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS 
Ketiga: 

(1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan 
RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan 
oleh OJK. 

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat 
ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 
(empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. 

(3). Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   butir (2) 
ayat ini memuat paling sedikit: 

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur 
dalam anggaran dasar Perseroan; 

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS 
pertama dan kedua; 

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada 
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; 

d. upaya    yang    telah    dilakukan    dalam    rangka 
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan 

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan 
alasannya. 

(4). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan 
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini. 

11. Bahan Mata Acara Rapat: 

(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat 
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh 
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.  

(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal 
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan 
penyelenggaraan RUPS. 

(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan 
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata 
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan 
mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan lain tersebut. 

(4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan 
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, 
daftar riwayat hidup -calon anggota Direksi dan/atau 
anggota Dewan Komisaris yang akan -diangkat wajib 
tersedia: 

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat 
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan 
RUPS; atau 

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana 
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(10) Ketentuan ayat 7 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk 
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang 
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk 
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat 9 butir (15). 

8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: 

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua 
dilangsungkan. 

(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan 
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai 
kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi 
peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan 
lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan. 

(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling 
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh 
satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.  

(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan 
RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS 
kedua. 

9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: 

(1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan 
ditetapkan oleh OJK; 

(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS 
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum 
kehadiran. 

10. Bahan Mata Acara Rapat: 

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi 
pemegang saham. 

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 
(1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya 
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan 
RUPS.  

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain 
mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat 
lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 
(2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain 
tersebut. 

(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana 
dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan 
dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.  

dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada 
saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri 
oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib 
menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup 
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham 
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit 
menyatakan bahwa: 

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan 
Pemegang Saham Independen; dan  

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa 
pernyataan tersebut tidak benar, yang 
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Ralat Pemanggilan:  

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS 
jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan 
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.  

(2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud 
pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal 
penyelenggaraan RUPS dan/atau   penambahan   mata 
acara RUPS, Perseroan wajib melakukan 
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara 
pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir 
(1) dan (2) pasal ini. 

(3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal 
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan   mata 
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan 
Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban 
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang 
OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan 
ulang. 

13. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS 

 Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat 
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara 
RUPS. 

14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik 

        Ketentuan mengenai Pemberian Kuasa Secara Elektronik 
adalah dengan mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal 
khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara 
Elektronik. 

15. Penyedia e-RUPS 

   Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan 
mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya 
Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum 
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(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) 
ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan 
jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. 

(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada 
butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs 
web Perseroan. 

(7)  Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan 
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar 
riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: 

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat 
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; 
atau  

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud 
pada huruf a namun paling lambat pada saat 
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

11. Ralat Pemanggilan: 

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika 
terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS 
yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
7.(2) pasal ini. 

(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan 
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan 
mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan 
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan 
sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. 

(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS 
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku 
apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas 
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan 
mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan 
Perseroan. 

(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan 
Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini 
disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat 
dilakukan ralat pemanggilan. 

(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.(3),  ayat 7.(4), 
dan ayat 7.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk 
media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti 
ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 
(1) ayat ini . 

12. Hak Pemegang Saham: 

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. 

16. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman 

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat 
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman 
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:  

a.  situs web penyedia e-RUPS; 

b.  situs web bursa efek; dan 

c.  situs web Perseroan, 

  dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan 
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit 
bahasa Inggris. 

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing 
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib 
memuat informasi yang sama dengan informasi dalam 
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.  

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi 
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang 
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa 
Indonesia yang digunakan sebagai acuan. 

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang 
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media 
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, 
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling 
sedikit: 

a. situs web bursa efek; dan 

b. situs web Perseroan 

 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan 
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit 
bahasa Inggris. 
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(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan 
surat kuasa berhak menghadiri RUPS. 

(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham 
lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada 
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 

(4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah 
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar 
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan RUPS. 

(5)  Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 11.(1) pasal ini, pemegang saham 
yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham 
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham 
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan 
RUPS. 

13. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak 
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata 
acara rapat sepanjang -tidak bertentangan dengan kepentingan 
Perseroan. 

14. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang 
pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. 

15. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari 
Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga 
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, 
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan 
secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan 
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta 
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil 
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan 
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. 
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KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN 
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 14 

1. Keputusan RUPS: 

(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam 
Anggaran Dasar ini. 

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak 
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. 

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara 
sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan 
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan RUPS. 

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: 

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, 
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS 
untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS 
(termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan 
perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan 
dengan mengikuti ketentuan: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara hadir atau diwakili.  

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf 
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per 
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara hadir atau diwakili.  

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan 
hak suara yang hadir dalam RUPS. 

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari 
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh 
OJK atas permohonan Perseroan. 

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk 
mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang 
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN 
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, HAK 

PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM 
PEMEGANG SAHAM 

Pasal 14 

1. Keputusan RUPS: 

(1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat. 

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini 
tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan 
suara. 

(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara 
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib 
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. 

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:  

(1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk 
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS: 

 Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang 
harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran 
saham dalam batas modal dasar) dilakukan dengan 
mengikuti ketentuan:  

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, 
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan 
jumlah kuorum yang lebih besar.  

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling 
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali 
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah 
kuorum yang lebih besar. 

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, 
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan 
bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh 
jumlah suara setuju yang lebih besar.  

(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 
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Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan 
dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya 
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah. 

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf 
a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per 
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 
yang hadir dalam RUPS. 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf 
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang 
saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah. 

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham 
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS 
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga 
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh 
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang 
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan 
Perseroan. 

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk 
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang 
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau 
lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang 
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau 
lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, 
pengajuan permohonan agar Perseroan inyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan 
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 
(tiga per empat) bagian --dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah.  

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf 
a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari --seluruh saham dengan hak suara 

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari 
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh 
OJK atas permohonan Perseroan. 

(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir 
(2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi 
material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali 
untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan 
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
jumlah kekayaan bersih. 

(4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk 
mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan: 

 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk 
mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang 
memerlukan persetujuan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran 
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang 
lebih besar; 

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan 
hak suara yang hadir dalam RUPS; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri 
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 
3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah, kecuali 
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah 
kuorum yang lebih besar; 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui 
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam 
RUPS; dan. 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan 
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari 
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan 
oleh OJK atas permohonan Perseroan.  
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yang hadir dalam RUPS. 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf 
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil 
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham 
yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS 
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga 
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh 
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang 
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan 
Perseroan. 

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk 
mata acara transaksi yang mempunyai benturan 
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh 
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh 
Pemegang Saham Independen. 

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf 
a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham 
Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham 
Independen. 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf 
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang 
Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham 
Independen. 

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham 
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang 
hadir dalam RUPS. 

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS 
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari 

(5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk 
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang 
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi 
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun 
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan 
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) 
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain 
maupun tidak, penggabungan, peleburan, 
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan 
agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran 
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran 
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang 
lebih besar;  

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan 
hak suara yang hadir dalam RUPS.  

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak 
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran 
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang 
lebih besar; 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui 
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari 
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam 
RUPS; dan 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari 
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan 
oleh OJK atas permohonan Perseroan. 

(6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang 
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:  

 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang 
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen 
(yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah 
pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan 
ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi 
tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, 
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saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum 
kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan 
Perseroan. 

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh 
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih 
dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh 
Pemegang Saham Independen yang hadir. 

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan 
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan 
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh 
Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai 
benturan kepentingan. 

(5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah 
yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan 
suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan 
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan 
suara. 

(6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh 
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang 
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan 
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari 
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini 
dikecualikan bagi: 

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai 
Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik 
saham Perseroan. 

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa 
Dana yang dikelolanya. 

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan 
Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan 
dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. 

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila 
Pimpinan Rapat menentukan lain. 

3. Risalah RUPS: 

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS. 

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh 
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang 
saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini 
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat 
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh 
notaris. 

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 
ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 

anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama 
dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari 
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang 
saham utama dan pengendali dengan memperhatikan 
peraturan di Bidang Pasar Modal), dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, 
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan 
jumlah kuorum yang lebih besar;  

b. keputusan     RUPS     sebagaimana     dimaksud     
pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki 
oleh Pemegang Saham Independen; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat 
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang dimiliki 
Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran 
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang 
lebih besar;  

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui 
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang 
hadir dalam RUPS; 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan 
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang 
Saham Independen dari saham dengan hak suara 
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang 
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; 

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui 
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili 
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang 
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang 
hadir dalam RUPS.  

(7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk 
mata acara perubahan hak atas saham dalam hal 
Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:  

 Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) 
klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan 
hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham 
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas 
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham   
tertentu, dengan ketentuan:  
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(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah 
RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari 
kerja berikutnya. 

4. Ringkasan Risalah RUPS: 

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. 

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: 

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu 
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; 

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang 
hadir pada saat RUPS; 

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir 
pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; 

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada 
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan 
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara 
rapat; 

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan 
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait 
mata acara rapat, jika pemegang saham diberi 
kesempatan; 

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; 

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara 
setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan 
suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan 
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; 

h. keputusan RUPS; dan 

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada 
pemegang saham yang berhak, jika terdapat 
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen 
tunai. 

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 
(2) ayat ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya 
tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada 
masyarakat paling kurang melalui: 

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
berperedaran nasional; 

b. situs web Bursa Efek; dan 

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 
digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

(4) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari 
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang 
terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir 
atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan 
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham pada klasifikasi saham yang terkena 
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau 
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan 
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; 

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 
3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali   anggaran 
dasar Perseroan menentukan bahwa   keputusan 
sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang 
lebih besar; dan 

d. dalam   hal   kuorum   kehadiran   pada   RUPS   
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada 
klasifikasi saham yang terkena dampak atas 
perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran 
dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK 
atas permohonan Perseroan. 

 Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas 
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham 
tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang   saham 
pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan 
OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil 
keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak 
atas saham pada klasifikasi saham tersebut. 

3. Hak Pemegang Saham:  

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili 
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. 

(2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang 
saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa 
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(3). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa 
pemegang saham namun dalam pemungutan suara, 
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa 
dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan 
melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, 
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(2) ayat ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak 
tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada 
masyarakat paling kurang melalui: 

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
berperedaran nasional; 

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 
digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

(5) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing 
sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c dan butir (4) 
huruf b ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan 
informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang 
menggunakan Bahasa Indonesia. 

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada 
ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan 
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini, 
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa 
Indonesia. 

(7) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (3) dan butir (4) ayat ini wajib 
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah RUPS diselenggarakan. 

(8) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (3) huruf a dan butir (4) huruf a ayat ini 
wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah diumumkan. 

(9) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (4), butir 
(7) dan butir (8) ayat ini) mutatis mutandis berlaku untuk:  

a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan 
ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan 

b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari 
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang 
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk 
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11.9.(15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan 
untuk bertindak selaku penerima kuasa. 

(4). Pemegang   saham   yang   berhak   hadir   dalam   RUPS 
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat 
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari 
kerja sebelum pemanggilan RUPS. 

(5). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, 
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai 
berikut: 

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak 
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar 
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) 
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan 

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak 
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar 
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) 
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. 

(6). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 ayat 12 butir (2), pemegang 
saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan 
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar 
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan ulang RUPS. 

(7). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan 
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 
12 ayat 12 butir (2), pemegang saham yang berhak hadir 
mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana 
dimaksud dalam butir (4) ayat ini. 

(8). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan 
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta 
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat 
disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara 
RUPS. 

(9). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham 
berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan 
bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak 
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. 

(10). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada 
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 

(11). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang 
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap 
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas 
pemegang saham yang mengeluarkan suara. 

(12). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah 
hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak 
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS 
dan memberikan suara yang sama dengan suara 
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mayoritas pemegang saham yang memberikan suara 
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara 
mayoritas pemegang saham. 

(13). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh 
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang 
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak 
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa 
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya 
dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang 
dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek 
yang mewakili pemegang  saham dalam dana bersama 
(mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda 
sebagaimana dimaksud pada pasal ini. 

(14). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali 
apabila Pimpinan Rapat menentukan lain. 

4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:  

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan 
risalah RUPS. 

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh 
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang 
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta 
RUPS. 

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) 
ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut 
dibuat dalam bentuk akta -berita acara RUPS yang 
dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. 

(4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri 
oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS 
wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang 
dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.  

(5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam 
bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK 
tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta 
RUPS. 

(6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) 
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kalender setelah RUPS 
diselenggarakan. 

(7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS 
sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada 
hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan 
paling lambat pada hari kerja berikutnya. 

(8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS 
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 
butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan 
atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari 
pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah 
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.  

(9).   Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: 
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a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan 
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara 
RUPS;  

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
yang hadir pada saat RUPS;  

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang 
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari 
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara 
yang sah;  

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada 
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan 
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara 
rapat; 

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan 
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait 
mata acara rapat, jika pemegang saham diberi 
kesempatan;  

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;  

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara 
setuju, tidak -setuju, dan abstain untuk setiap mata 
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan 
dengan pemungutan suara; 

h. keputusan RUPS; dan  

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada 
pemegang saham yang berhak, jika terdapat 
keputusan RUPS terkait dengan pembagian 
dividen tunai.  

(10).  Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS 
diselenggarakan. 

(11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan 
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) 
sampai dengan butir (10) ayat ini dan Pasal 12 ayat 16 
butir (1) dan (2) mutatis mutandis berlaku untuk 
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang 
telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir 
(13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan 
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat 12 butir (16).  

5. Ketentuan Lain-Lain:  

 Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS 
belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib: 

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan 
hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. 

b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dalam laporan tahunan. 
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TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 

Pasal 16 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam 
anggaran dasar. 

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib 
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 
anggaran dasar.  

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, 
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi 
dapat membentuk komite dengan memperhatikan ketentuan 
pasal 15 ayat 20 huruf (c). 

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 
Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap 
akhir tahun buku. 

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: 

a.  Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

b.  Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
kurang memuat: 

1. landasan hukum; 

2. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; 

3. nilai-nilai; 

4. waktu kerja; 

5. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam 
rapat dan risalah rapat; dan 

6. pelaporan dan pertanggungjawaban. 

c.  Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan 
dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik 
informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah 
memiliki pedoman.  

d.  Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai serta 
pendukung organ yang dimiliki emiten atau Perseroan, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

e.  Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini 
paling kurang memuat:  

1. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 

Pasal 16 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam 
anggaran dasar. 

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib 
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 
anggaran dasar.  

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, 
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi 
dapat membentuk komite dengan memperhatikan ketentuan 
pasal 15 ayat 20 huruf (c). 

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 
Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap 
akhir tahun buku. 

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: 

a.  Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

b.  Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
kurang memuat: 

1. landasan hukum; 

2. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; 

3. nilai-nilai; 

4. waktu kerja; 

5. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam 
rapat dan risalah rapat; dan 

6. pelaporan dan pertanggungjawaban. 

c.  Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan 
dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik 
informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah 
memiliki pedoman.  

d.  Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai serta 
pendukung organ yang dimiliki emiten atau Perseroan, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

e.  Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini 
paling kurang memuat:  

1. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, 
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karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang 
dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik wajib dilakukan 
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
hatian; dan 

2. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan 
Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung 
organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik 
apabila terdapat benturan kepentingan dengan Emiten 
atau Perusahaan Publik. 

f. Pedoman dan Kode etik sebagaimana dimaksud diatas 
wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan. 

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan 
oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam 
menjalankan tugasnya. 

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 
ini, apabila dapat membuktikan: 

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya; 

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh 
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang 
mengakibatkan kerugian; dan 

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau 
berlanjutnya kerugian tersebut. 

9. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara 
langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala 
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan 
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan 
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun 
kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan 
dalam ayat 8 pasal ini.  

10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau 
Perusahaan Publik apabila:  

a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau 
Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang 
bersangkutan; dan  

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai 
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten 
atau Perusahaan Publik. 

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) pasal ini, yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan 
Publik adalah: 

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; 

karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang 
dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik wajib 
dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, 
dan kehati-hatian; dan 

2. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan 
Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung 
organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik 
apabila terdapat benturan kepentingan dengan Emiten 
atau Perusahaan Publik. 

f. Pedoman dan Kode etik sebagaimana dimaksud diatas 
wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan. 

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan 
oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam 
menjalankan tugasnya. 

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 
ini, apabila dapat membuktikan: 

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya; 

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh 
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang 
mengakibatkan kerugian; dan 

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau 
berlanjutnya kerugian tersebut. 

9. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara 
langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang 
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan 
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta 
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai 
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan 
sebagaimana ditentukan dalam ayat 8 pasal ini.  

10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau 
Perusahaan Publik apabila:  

a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau 
Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang 
bersangkutan; dan  

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai 
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten 
atau Perusahaan Publik. 

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) pasal ini, yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan 
Publik adalah: 

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; 
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b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi 
mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau 
Perusahaan Publik; atau 

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh 
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai 
benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan 
Publik. 

12. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis 
dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar 
Perseroan, untuk: 

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan 
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); 

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada 
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; 

13. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak 
atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar 
harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima 
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain 
maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut 
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang 
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat 
persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) Anggaran Dasar ini. 

14. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, 
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan 
persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal. 

15. 2 (dua) orang anggota Direksi, dalam hal ini Presiden Direktur 
bersama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atau 
Wakil Presiden Direktur bersama dengan salah seorang anggota 
Direksi lainnya atau 2 (dua) orang Direktur berhak dan 
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 
Perseroan. 

16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi 
ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka 
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi 
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. 

17. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan 
bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang 
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota 
Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan 
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang 
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, 
maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan 
Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi 
mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau 
Perusahaan Publik; atau 

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh 
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai 
benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan 
Publik. 

12. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis 
dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar 
Perseroan, untuk: 

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan 
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); 

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada 
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; 

13. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak 
atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar 
harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima 
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain 
maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut 
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang 
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat 
persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) Anggaran Dasar ini. 

14. Perbuatan hukum:  

- untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada 
Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi 
Material dan perubahan kegiatan usaha dengan 
memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

- untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan tunduk pada peraturan OJK yang 
mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan 
kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

15. 2 (dua) orang anggota Direksi, dalam hal ini Presiden Direktur 
bersama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atau 
Wakil Presiden Direktur bersama dengan salah seorang anggota 
Direksi lainnya atau 2 (dua) orang Direktur berhak dan 
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta 
mewakili Perseroan. 

16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi 
ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, 
maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi 
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. 

17. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan 
bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang 
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota 
Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan 
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Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS 
mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam 
menjalankan tugas tersebut di atas. 

18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi 
ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka 
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi 
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. 

19. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum 
diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di 
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan 
lainnya yang berlaku. 

dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang 
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, 
maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan 
Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 
Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS 
mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam 
menjalankan tugas tersebut di atas. 

18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang 
belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada 
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta 
peraturan perundangan lainnya yang berlaku. 

 

 

 

  

 


